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BAB I                                                                                                   

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Indonesia memiliki kerangka perlindungan lingkungan 

dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi nasional 

tersebut salah satunya bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam 

(SDA). Aktivitas pemanfaatan SDA tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar 

pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi 

(economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah 

lingkungan (environmentally sound). Proses pembangunan yang 

diselenggarakan melalui pemanfaatan SDA secara berkelanjutan akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan 

yang akan datang. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana 

dikemukakan di atas perlu adanya kerja sama semua pihak sehingga 

dibutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat yaitu pemerintah baik pusat 

maupun daerah, masyarakat termasuk juga dunia usaha perlu untuk ikut serta 

dan berperan aktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup.1   

“Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap 

warga negara yang dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari perlindungan 

Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara global maupun di Indonesia.” 2   Dalam  

instrumen HAM nasional, hak tersebut dijamin di dalam Konstitusi 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

 
1 Ahmad Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan 

Pembangunan Berkelanjutan, Rechtsvinding, Volume 6, No.2, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, hlm 263. 

2 Koeswandi, Dinie Nadyatul Haya, et al., Implementasi Hak Gugat Warga Negara 

Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai 
Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor: 
54/Pdt. G/Lh/2016/Pn. Pbr), Padjadjaran Law Review, 2019, Volume 7, No.1, hlm 1. 
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.”3 

Ketentuan UUD NRI 1945 ini kemudian dilaksanakan ke dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), Pasal 65 ayat (1) menyatakan “Setiap 

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 

hak asasi manusia.”4 Jika sesuai dengan ketentuan tersebut, maka “Negara 

wajib menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk 

menjamin bahwa warga negara mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.”5 

Sementara itu, permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang masih banyak terjadi saat ini merupakan dampak 

negatif yang ditimbulkan dari perkembangan pembangunan, teknologi, 

industrialisasi merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Sehingga telah 

mengakibatkan kerugian baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial yang 

tidak hanya berdampak terhadap kehidupan manusia saat ini tetapi juga yang 

akan datang. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan 

upaya perlindungan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.6 

Sebagai bagian dari upaya pengendalian permasalahan lingkungan 

hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka penerapan 

sejumlah “Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup”7 diharapkan mampu mengarahkan pada langkah-langkah pencegahan 

daripada upaya pemulihan pencemaran yang telah terjadi. Sejalan dengan hal 

tersebut maka penggunaan instrumen dalam hukum administrasi perlu 

 
3 Lihat UUD 1945 Pasal 28H. 
4 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
5 Yusa, I. G., & Hermanto, B., Implementasi Green Constitution di Indonesia: 

Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Jurnal 
Konstitusi, Volume 15, No.2, 2018, hlm 309-310. 

6 Aditia Syaprillah, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen 

Pengawasan, Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, No.1, 2016, hlm 100. 
7 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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dilakukan yakni melalui prosedur perizinan.8 Ketentuan Pasal 1 angka (35) 

UUPPLH 2009 menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah “izin yang diberikan 

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”9 

Kegiatan pengawasan yang diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 75 

UUPPLH 2009 menjadi salah satu upaya menjamin pelaksanaan kepatuhan 

pemegang izin lingkungan untuk mempertahankan kelestarian fungsi 

lingkungan dan upaya penegakan hukum lingkungan. “Maka, pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan harus 

menjamin pelaksanaan Program Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan 

yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.”10   

Pasal 71: 

(1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.” 
(2) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat 

mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung 
jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.” 
(3) “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan 

hidup yang merupakan pejabat fungsional.”11 
 

Desentralisasi dalam konsep Otonomi Daerah melalui Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 

menetapkan bahwa “Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan wajib 

 
8 Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala., Penormaan Pengawasan 

Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Volume 25, No.2, 2018, hlm 218. 

9 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka (35) tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

10 Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala., Penormaan Pengawasan 
Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Volume 25, No.2, 2018, hlm 223. 
11 Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan 

hidup.”12  

Kota Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, 

dengan luas wilayah 158.2276 km²/158.22 ha. Kota Bontang dikenal sebagai 

kota industri yang cukup strategis. Perekonomian Kota Bontang didukung oleh 

keberadaan berbagai sektor industri terutama dengan keberadaan dua 

perusahaan besar berskala internasional, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. 

Badak NGL.13  

Selain kedua industri di atas terdapat juga industri logam, mesin, 

elektronik, aneka industri (ILMEA), serta industri  kimia, agro, dan hasil hutan 

(IKAHH) dimana kedua sektor industri tersebut pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ILMEA yaitu sebanyak 

546 dengan rincian 31 merupakan industri formal dan 515 industri nonformal. 

Sedangkan jumlah IKAHH yaitu 900 unit usaha. Selain itu di Kota Bontang 

juga terdapat 492 industri makanan, 269 industri minuman, 45 industri kimia, 

19 industri hasil hutan dan perkebunan, serta 48 industri lainnya.14 

Perkembangan sektor industri di Kota Bontang sayangnya tidak 

dibarengi dengan upaya penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan 

pengawasan yang optimal oleh pemerintah terhadap pemegang izin 

lingkungan. Sejauh ini, Kota Bontang sebagai kota industri dalam 

perkembangannya tidak lepas dari berbagai permasalahan di bidang 

lingkungan hidup. Dengan kondisi yang demikian hingga saat ini Kota Bontang 

memiliki persoalan lingkungan yang cukup kompleks, khususnya yang terkait 

dengan persoalan pencemaran lingkungan dampak dari kegiatan industri.  

Salah satu permasalahan lingkungan akibat aktivitas industri di Kota              

Bontang ialah tingginya potensi pencemaran udara akibat polusi industri yang 

didominasi berasal dari hasil pembakaran Batubara meliputi boiler Batubara 

 
12 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 dan Pasal 14 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
13 Ginting, E. B. B., Kota Bontang dalam Angka 2020 (online),. Bontang: Badan Pusat 

Statistik Kota Bontang, 2021,  https://www.bontangkota.go.id/, (12 September 2020) 
14 Ginting, E. B. B., Kota Bontang dalam Angka 2020 (online),. Bontang: Badan Pusat 

Statistik Kota Bontang, 2021,  https://www.bontangkota.go.id/, (12 September 2020) 

https://www.bontangkota.go.id/
https://www.bontangkota.go.id/
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98MW milik PT. Pupuk Kaltim, fasilitas pembangkit tenaga uap (Power Plant) 

2 x 7 MW milik PT. Indominco Mandiri, PLTU 2x100 MW milik PT. Graha Power 

Kaltim (GPK), serta boiler Batubara milik PT. Energi Unggul Persada (EUP).15 

Berdasarkan data BPS Kota Bontang tahun 2019, disebutkan bahwa sepuluh 

penyakit terbesar di Kota Bontang ialah didominasi oleh penyakit 

Nasofaringitis akut (common cold) atau ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan 

Atas) dengan jumlah penderita sebanyak 21.833.16  

Tingginya penyakit menular ini merupakan indikasi tingkat 

pencemaran udara yang tinggi di Kota Bontang. Berdasarkan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang bahwa indeks pencemaran udara dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat. Pada tahun 2017 pencemaran udara di Kota Bontang berada pada 

angka 79.11, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 85.33 dan publikasi  

terakhir pada Tahun 2019 angka pencemaran udara mencapai angka 87.62.17 

Lemahnya pengawasan penaatan mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan di Kota Bontang masih terjadi dan tidak 

terpantau yang diakibatkan oleh para pemegang izin lingkungan tidak 

melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah 

tertuang dalam dokumen lingkungan yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan 

dengan terus bertambahnya pengaduan masyarakat terkait kasus 

pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sektor industri yang banyak 

terjadi akhir-akhir ini di Kota Bontang yang diterima oleh Pos Pengaduan dan 

Pelayanan Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang.18  

Sebagai contoh pada 31 Oktober 2019, Pos P3SLH DLH Kota Bontang 

menerima pengaduan masyarakat, khususnya forum warga RT 14 Salantuko 

Pulau terkait dugaan pencemaran air dan pencemaran suara oleh pihak PT. 

 
15 Wawancara dengan Muhammad Victor Lumenta, Ketua Umum Perkumpulan Kaltim Hijau 

Kota Bontang, di Sekretariat Perkumpulan Kaltim Hijau Kota Bontang, (21 Desember 2020) 
16 Sepuluh Penyakit Terbesar di Kota Bontang, Bontang: Badan Pusat Statistik Kota 

Bontang, https://bontangkota.bps.go.id., (22 September 2020) 
17 Ginting, E. B. B., Kota Bontang Dalam Angka 2020 (online), Bontang: Badan Pusat 

Statistik Kota Bontang, https://www.bontangkota.go.id/, (22 September 2020) 
18 Wawancara Prasurvey dengan Anwar Sadat, SP., Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas 

dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang di Kantor Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bontang, (23 Desember 2020) 

https://bontangkota.bps.go.id/
https://www.bontangkota.go.id/
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Graha Power Kaltim. Masyarakat melaporkan bahwa sumur telah tercemar 

akibat buangan air limbah PT.GPK serta adanya kebisingan di sekitar 

pemukiman warga akibat aktivitas PT. GPK. Selanjutnya pada tanggal 11 

Maret 2020, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaltim Hijau juga 

melakukan pengaduan terkait dengan kerusakan rumput laut petani lok 

tunggul akibat aktivitas PT. GPK.  

Pada tanggal 27 Maret 2020, warga Loktuan yang berada di wilayah 

bufferzone  PT. Pupuk Kaltim melakukan pengaduan dimana pada pokok 

aduannya warga mengeluhkan bau limbah ammonia yang menyengat di 

permukiman warga loktuan. Kemudian pada tanggal 27 April 2020, warga RT 

23 Kelurahan Tanjung Laut melakukan pengaduan berkenaan dengan dugaan 

pencemaran yang berasal dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum 

(SPBU) Tanjung Laut yang mengakibatkan kerugian berupa sumur warga yang 

tercemar dan tidak bisa digunakan lagi akibat rembesan Bahan Bakar Minyak 

(BBM). 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan tersebut, 

mengindikasikan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat fungsional 

DLH Kota Bontang yakni PPLHD Kota Bontang belum berjalan dengan optimal 

sehingga dikhawatirkan permasalahan lingkungan di Kota Bontang yang 

diakibatkan oleh kegiatan industri lebih berlanjut lagi. Dari penjabaran diatas, 

maka penulis melakukan penelitian dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan 

Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang).” 
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B. Orisinalitas Penelitian 

 
Tabel 1.1  

Penelitian Terdahulu 

 
 

No. Nama Peneliti 

dan                     
asal instansi 

Judul dan                   

Tahun Penelitian 
Rumusan Masalah 

1.  Syamsul Nizar, 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Brawijaya 

Pengawasan terhadap 

pencemaran 

lingkungan oleh 

badan lingkungan 

hidup kabupaten 

mojokerto terkait 

kasus pencemaran 

limbah industri 

pengolah karet pt. 

bumi nusa makmur 

(studi di badan 

lingkungan hidup 

kabupaten 

mojokerto), 2013 

1. Bagaimana 

pengawasan terhadap 

pencemaran 

lingkungan oleh Badan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten Mojokerto? 

2. Apa saja hambatan 

dan solusi terkait 

hambatan-hambatan 

yang terjadi dalam 

pengawasan terhadap 

pencemaran 

lingkungan oleh Badan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten Mojokerto? 

2.  Rezky 

Septianto, 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Sebelas Maret 

Pelaksanaan 

pengawasan dan 

pengendalian 

pencemaran 

lingkungan oleh 

badan lingkungan 

hidup di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, 

2014 

1. Bagaimana 

pelaksanaan 

pengawasan dan 

pengendalian 

pencemaran 

lingkungan oleh Badan 

Lingkungan Hidup di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta ? 

2. Apa hambatan dalam 

pelaksanaan 
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pengawasan dan 

pengendalian 

pencemaran 

lingkungan oleh Badan 

Lingkungan Hidup di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta 

bagaimana solusinya ? 

3.  Muhammad 

Fikry 

Alfisyahrin, 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Diponegoro 

Pelaksanaan 

pengawasan 

lingkungan hidup 

menurut peraturan 

daerah nomor 2 tahun 

2010 tentang 

pengawasan dan 

pengendalian 

lingkungan hidup di 

kabupaten tangerang, 

2018 

Bagaimana 

pelaksanaan 

pengawasan 

lingkungan hidup 

menurut Peraturan 

Daerah Nomor 2 

Tahun 2010 di 

Kabupaten Tangerang 

serta kendala yang 

dihadapi oleh 

Pemerintah dalam 

pelaksanaan 

pengawasan 

lingkungan hidup dan 

upaya untuk 

mengatasinya? 

 

1. Perbandingan penelitian Nizar dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah penelitian Nizar membahas terkait upaya penegakan 

hukum lingkungan melalui pengawasan penanganan kasus dengan studi 

kasus pada PT. Bumi Nusa Makmur. Pengawasan yang dilakukan oleh BLH 

Kabupaten Mojokerto kepada PT. Bumi Nusa Makmur merupakan bentuk 

upaya represif berupa penanganan kasus yang meliputi kegiatan 

peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa 
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instalasi. Sedangkan pada penelitian ini membahas pelaksanaan kegiatan 

pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang sebagai bagian dari 

upaya dalam penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif 

terhadap kepatuhan pemegang izin lingkungan di Kota Bontang. 

2. Perbandingan penelitian skripsi dari Rezky dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah fokus penelitian Rezky yaitu membahas mengenai 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang 

terjadi di Provinsi DIY sebagai dampak negatif dari kondisi fisiografi 

wilayah DIY yang membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, 

ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi 

penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. 

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kegiatan 

pengawasan lingkungan yang dilakukan sebagai instrumen pencegahan 

pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari keberadaan 

sejumlah industri yang ada di Kota Bontang. 

3. Perbandingan penelitian skripsi Fikry dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah penelitian Fikry membahas “Pelaksanaan Pengawasan 

Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Kabupaten Tanggerang Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup” 

untuk mengontrol dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini 

adalah berfokus untuk mengetahui  pelaksanaan kegiatan pengawasan  

yang dilakukan oleh pejabat fungsional PPLHD DLH Kota Bontang 

berdasarkan Pasal 71 UUPPLH 2009 terhadap kepatuhan pelaku usaha di 

bidang industri atau perusahaan di Kota Bontang. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup menurut 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PPLHD Kota 

Bontang? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan 

hidup menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh 

PPLHD Kota Bontang? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pelaksanaan 

pengawasan penaatan lingkungan hidup menurut Pasal 71                    

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengeolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang. 

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor 

penghambat pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup 

menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh 

PPLHD Kota Bontang. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat, baik manfaat 

teoritis akademis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumya 

dan khususnya bagi Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan hal 

pengawasan yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum 

lingkungan. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi referensi dan 

literatur atau berupa masukan, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneIiti 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait ilmu 

hukum administrasi negara khususnya mengenai instrumen 

penegakan hukum lingkungan khususnya upaya pengawasan 

menurut Pasal 71 UUPPLH 2009. 

b) Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta 

dapat menjadi rujukan dasar kepada Pemerintah Kota Bontang untuk 

melahirkan perda pro terhadap perlindungan lingkungan hidup juga 

secara khusus kepada PPLHD Kota Bontang untuk membenahi 

kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan serta 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar kegiatan 

pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal. 

c) Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat 

terkait pentingnya partisipasi masyarakat Kota Bontang secara aktif 

sebagai instrumen pengawas (control) terhadap kegiatan-kegiatan 

yang berisiko mencemari dan merusak lingkungan hidup serta 

mengganggu kesehatan  yang merupakan dampak negatif kegiatan 

industri di Kota Bontang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis 

empiris, yaitu “mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.”19 Peneliti berfokus untuk 

melihat secara langsung dan mengkaji serta menganalisa fakta-fakta 

yang ada di dalam lingkungan masyarakat untuk mengetahui  

pelaksanakan pengawasan penaatan Iingkungan yang diIakukan oleh 

PPLHD Kota Bontang menurut Pasal 71 UUPPLH 2009. 

 
19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 

hlm 15. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian pada penelitian menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu “penelitian yang berusaha untuk 

melihat serta menganalisa fenomena hukum yang terdapat di dalam 

masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

ataupun peraturan daerah yang ada.”20 Dengan menggunakan 

pendekatan ini kemudian penulis dimudahkan untuk memperoleh 

jawaban secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu 

menganalisis berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh PPLHD 

Kota Bontang untuk mengetahui kepatuhan pemegang izin lingkungan 

di Kota Bontang, serta hambatan yang dialami oleh PPLHD Kota 

Bontang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang  beralamat di Gedung Graha Taman Praja Blok III LT. 1 

Jl. Bessai Berinta Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang. Adapun 

alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan menurut Pasal 2 Ayat 

(1)  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 61 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup bahwa “DLH merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah.”21  

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah “data berupa keterangan atau fakta  

yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dilakukan 

secara langsung, baik dengan wawancara atau studi lapangan 

secara langsung.”22Data primer di dalam penelitian ini diperoleh 

 
 20Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Universitas Indonesia(UI) Press, 

Jakarta, 1986, hlm 6. 
21Pasal 2 Ayat (1)  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
22Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 

Jakarta, 2012, hlm 12. 
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dengan metode wawancara dengan narasumber yang dapat 

memberikan keterangan secara langsung mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian yaitu terkait dengan pengawasan 

penaatan lingkungan hidup. Dengan demikian, data yang diperoleh 

lebih jelas dan akurat.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan “data dari literatur sebagai 

penunjang data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan-

laporan dan seterusnya.”23Antara lain sumber data sekunder 

adalah: 

1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. 

2) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya Malang. 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hdiup. 

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 

02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 

Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

 

 

 

 

 

 
23Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 

Jakarta, 2012, hlm 13. 
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c. Data Tersier 

Merupakan “data yang akan menunjang data primer dan 

data sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, serta bahan 

lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.” 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan ialah 

dengan menggunakan metode wawancara. Kegiatan wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan instansi pemerintah yang 

terkait dengan pengawasan yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang, dan pemegang izin lingkungan di Kota Bontang serta 

masyarakat Kota Bontang yang bermukim di sekitar wilayah 

perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan ialah 

denga melakukan studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet, dan buku-

buku yang berhubungan dengan masaah yang diteliti sehingga 

dapat membantu peneliti untuk melengkapi kebutuhan data. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan “keseluruhan objek, individu, seluruh 

gejala atau kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, 

tingkah laku, pola sikap, dan sebagainya dengan sifat atau ciri yang 

sama.”24 Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi yaitu 

pemegang izin lingkungan yang ada di Kota Bontang, dan seluruh 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, serta warga yang 

bermukim di sekitar wilayah perusahaan. 

 

 
24Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm 118. 
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b. Sampel 

Bambang memberikan definisi bahwa sampel merupakan 

“himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi.”25  Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ditentukan dengan cara 

purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan 

cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.26 

Sampel dalam penelitian ini yakni: 

1) Tiga pegawai DLH Kota Bontang: 

a) Adetya Kautsar Rahman, ST., Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Bontang. Beliau ini 

dipilih sebagai sampel utama karena jabatannya yang 

merupakan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup 

di DLH Kota Bontang yang mempunyai tugas pokok serta 

bertanggung jawab dalam pengawasan penaatan. Beliau 

merupakan salah satu dari empat PPLHD yang terlibat aktif 

dalam kegiatan pengawasan secara langsung di lapangan. 

b) Sri Nur Wahyuni, S.Si., Pejabat Fungsional Pengendali 

Dampak Lingkungan. Beliau ini dipilih karena merupakan 

pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL) 

di DLH Kota Bontang yang bertugas melakukan monitoring 

atau pembinaan kepada perusahaan dalam kegiatan 

pengawasan langsungatau pengawasan aktif yang 

dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang. 

c) Anwar Sadat, SP., “Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas 

dan Penegakan Hukum Lingkungan.” Beliau dipilih karena 

jabatannya sebagai Kabid Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Bontang. Bidang 

Gakkum ini seringkali mendampingi kegiatan pengawasan 

 
25Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm 119. 
26Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm 38. 
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penanganan kasus lingkungan hidup bersama PPLHD Kota 

Bontang. 

2) Enam usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan 

(UKL-UPL) di Kota Bontang, yakni: 

a) Ibu Dr. Siti Hamnah, Direktur PT. Bontang Migas Dan 

Energi, Jl. Arief Rahman Hakim RT 42 Kelurahan Belimbing, 

Kecamatan Bontang Barat; 

b) Bapak Achmad Gazali, Petugas Pengawas Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL), Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. 

Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan; 

c) Bapak Budi Hartono, Kepala Cabang Water Treatment Plant 

(WTP), Jl. Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan 

Bontang Barat; 

d) Bapak Buyung, Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Untuk Umum (SPBU), Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan 

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan; 

e) Ibu Esther, General Affair (GA) Auto 2000 Cabang Bontang, 

Jl. Brigjen Katamso No.31, Kelurahan Belimbing, Kecamatan 

Bontang Barat; dan 

f) Bapak Satriyo Nugroho, Direktur Teknik dan Pengembangan 

Sumur Produksi PT. Pupuk Kaltim, Jl. Tulip PC VI, Kelurahan 

Belimbing, Kecamatan Bontang Barat. 

3) Warga sekitar perusahaan: 

a) Ibu Suartini, warga RT 23 Kelurahan Tanjung Laut, 

Kecamatan Bontang Selatan. 

b) Bapak Amran, warga RT 21 Kel. Berbas Pantai, Kecamatan 

Bontang Selatan. 

c) Bapak Andhisa, warga RT 16 Kelurahan Loktuan, Kecamatan 

Bontang Utara. 

7. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan “proses menyusun 

data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dipilih dan 
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mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami.”27  

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif 

Kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan, wawancara narasumber, dan studi kepustakaan 

baik melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-

dokumen, kemudian dihubungkan dengan data pustaka yang ada.28 

8. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Implementasi  

Adalah wujud pelaksanaan dari perencanaan dan kebijaksanaan 

yang telah dibuat dan ditetapkan guna mencapai tujuan kegiatan. 

b. Pengawasan Lingkungan Hidup  

Adalah “serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah  untuk mengetahui, memastikan, dan 

menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.”29 

c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah  

Adalah “Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, 

wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.”30 

 

 
27 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung, 

2007,  hlm 333. 
28 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91. 
29 Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 

1 Angka (4) tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

30Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 
1 Angka (6) tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 



 

18 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan 

1. Pengertian Implementasi 

Kata “Implementasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berarti Pelaksanaan, Penerapan.31 Menurut Hanifah dan Harsono 

mengemukakan bahwa implementasi ialah merupakan “suatu proses 

untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik 

kedalam administrasi. Pengembangan suatu program dalam rangka 

penyempurnaan suatu program.”32  

Menurut Guntur Setiawan mengemukakan bahwa implementasi 

merupakan “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”33 

Implementasi menurut Charles O. Jones sebagaimana dikutip oleh 

Auldrin dkk mengemukakan “implementation is the set of activities directed 

toward putting a program into effect”  yang artinya suatu proses kegiatan 

atau aktivitas untuk mewujudkan program-program yang sudah di 

tentukan untuk dapat menimbulkan akibat tertentu.34 

Dari beberapa pengertian implementasi yang dikemukakan oleh 

beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan dan kebijaksanaan yang 

telah dibuat dan ditetapkan guna mencapai tujuan kegiatan. 

 
 31 https://kbbi.web.id/. Diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.30 WITA. 
 32 Hanifah&Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, Grafindo Jaya, Jakarta, 

2002, hlm 27. 
               33Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, PT.  Remaja 
Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 39. 

 34M Auldrin Ponto, dkk., Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis 

Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan 
Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya 
Pembangunan Edisi XX, Volume 3, 2016, hlm 40. 

https://kbbi.web.id/
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Implementasi merupakan salah satu bagian dari proses hukum 

mengenai bagaimana hukum sebagai fungsi untuk mengatur kehidupan 

bersama dijalankan. Adapun proses hukum tersebut terdiri dari35: 

1) Kegiatan pembuatan hukum (law making). 

Tahapan dari kegiatan ini meliputi: 

a) Tahap inisiasi, melalui masyarakat muncul gagasan-gagasan. 

b) Tahapan sosio-politis, munculnya gagasan tersebut kemudian 

dilakukan pematangan serta penajaman ide dan gagasan. 

c) Tahap yuridis, proses penyusunan bahan ke dalam rumusan 

hukum kemudian diundangkan. 

2) Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating).  

Yakni tahapan implementasi dimana aturan sebagai hukum yang 

telah dibuat tersebut kemudian wajib dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dilakukan oleh komponen eksekutif maupun komponen 

yudisial.  

3) Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau 

kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement). 

Pengertian penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 

pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Penegakan hukum 

dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan 

menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun tidak. Sedangkan 

penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan 

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan 

dan UU.36 

 

2. Teori Efektivitas 

Teori Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam 

bukunya “The Legal System: A Social Science Perspective.” Menurutnya, 

 
35Marhaendra Wija Atmaja, Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik, 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hlm 12. 
36Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 46. 
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“tiga unsur sistem hukum yakni struktur (structure), substansi 

(substance), dan budaya hukum (legal culture) menjadikan efektif atau 

tidaknya suatu penegakan hukum.” 37 

a. Struktur hukum  

adalah sebuah mesin yang akan menghasilkan substansi hukum 

atau dalam hal ini struktur hukum meliputi lembaga dan aparat 

penegak hukum sebagai organ yang membuat peraturan dan 

menerapkan serta melaksanakan peraturan. Sebagai lembaga penegak 

hukum yang memiliki kewenangan yang dijamin oleh undang-undang 

maka dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya haruslah 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (kekuasaan eksekutif) 

dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

b. Substansi hukum 

Sedangkan substansi hukum ialah apa yang dihasilkan dari mesin 

itu atau dalam hal ini substansi hukum merupakan “suatu produk 

hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum yang mencakup 

peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang 

perilaku manusia.” 

c. Budaya hukum 

Budaya hukum adalah “bagaimana mesin ini digunakan dalam 

hal ini budaya  sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem 

hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat 

tentang hukum.” Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran 

hukum yang ada di masyarakat. 

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 

Jika ingin hukum berjalan secara efektif diperlukan keserasian dan 

hubungan antara lima faktor, yakni: 38 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

b. Faktor penegak hukum 

 
37 Gayus Lumbuun, Problematika Hukum dan Peradilan: Pembaruan Struktur, 

Substansi, dan Kultur Hukum di Indonesia dikutip dari Friedman, Lawrence. American 
Law. New York: W.W. Norton Company, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

Jakarta, 2014, hlm 21-22. 
38 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 8. 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan 

 

Untuk mengetahui efektivitas dari hukum, menurut Achmad Ali 

terdapat beberapa faktor untuk mengetahui efektif tidaknya suatu 

perundang-undangan, antara lain: 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-

undangan di dalam masyarakat; dan 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang 

tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 

instan (sesaat)”.39 

Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk 

menemukan jawaban permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan 

yaitu dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto. Sehingga dengan menggunakan teori efektifitas hukum 

tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan 

pengawasan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi 

hambatan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan menurut 

Pasal 71 UUPPLH 2009 yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang belum 

berjalan secara optimal. 

B. Kajian Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Kemajuan regulasi  tentang perlindungan lingkungan hidup di 

Indonesia diawali dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(selanjutnya disebut UULH) yang berlaku lebih kurang selama 15 tahun, 

kemudian mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 23 

 
39 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence), Kencana, Jakarta, 2009, hlm 375. 
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Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut 

UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 

2009 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut 

UUPPLH.40 

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPPLH 2009 menjelaskan pemaknaannya 

sebagai berikut:  

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi penaatan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan 

hukum.”41 

Selanjutnya Pasal 2 UUPPLH 2009 dikatakan bahwa: 

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 
berdasarkan asas: 

a. Tanggung jawab negara; 
b. Kelestarian dan keberlanjutan; 
c. Keserasian dan keseimbangan; 

d. Keterpaduan; 
e. Asas manfaat; 
f. Kehati-hatian; 

g. Asas keadilan; 
h. Asas ekoregion; 

i. Keanekaragaman hayati; 
j. Pencemar membayar; 
k. Partisipatif; 

l. Kearifan lokal; 
m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

n. Asas otonomi daerah”.42 

Penjelasan pasal tersebut adalah;43 

a. Asas tanggung jawab Negara (state responsibility)  

 
40 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 2. 
41 Lihat Pasal 1Ayat (2) UUPPLH 2009. 
42 Lihat Pasal 2 UUPPLH 2009. 
43 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 61-67. 
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Berdasarkan asas tanggung jawab negara pada satu sisi negara 

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan 

manfaat optimal baik generasi masa kini maupun generasi masa 

depan. Di lain sisi, negara berkuasa untuk melakukan Tindakan-

tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan 

lingkungan hidup, individu, serta warga negara. 

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan 

Asas ini mengandung makna, bahwa setiap orang dalam satu 

generasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan 

upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. 

c. Asas keserasian dan keseimbangan 

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 

berbagai aspek baik ekonomi, social, budaya, dan perlindungan 

serta pelestarian ekosistem. 

d. Asas keterpaduan 

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai 

komponen terkait. 

e. Asas manfaat 

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

f. Asas kehati-hatian 

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau 

kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda Langkah-

langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
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g. Asas keadilan 

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencermikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara tanpa terkecuali. 

h. Asas ekoregion 

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan 

local. 

i. Asas keanekaragaman hayati 

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 

keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam. 

j. Asas pencemar membayar 

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau 

kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

k. Asas partisipatif 

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

l. Asas kearifan local 

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat. 

m. Asas tata Kelola pemerintahan yang baik 

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai 

oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 

keadilan. 

n. Asas otonomi daerah 

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI. 
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Asas dasar utama yang penting dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Pertama, asas tanggung 

jawab negara asas ini mengandung sebuah pengertian bahwa memenuhi dan 

melindungi setiap warganya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta 

benda dari negara dan penduduknya merupakan kewajiban negara sebagai 

sebuah organisasi kekuasaan (politik). Kedua, asas berkelanjutan “setiap 

orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, 

serta terhadap sesamanya dalam satu generasi.” Ketiga, asas manfaat 

merupakan implementasi dan terwujudnya tujuan pembangunan 

berkelanjutan.44 

Lahir dan berkembangnya asas dasar atau utama dalam konteks                 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh                      

prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio dan 

Deklarasi Johannesburg yang kemudian prinsip tersebut berlaku secara 

universal dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup, seperti: 

a. Right  to  healthy  environment (hak  atas  lingkungan  hidup  yang 

sehat); 

b. Intergenerational  and  intragenerational  equity (keadilan  antar  

dan inter generasi); 

c. Biodiversity Conservation (prinsip perlindungan keragaman hayati); 

d. Precautionary Principle (prinsip pencegahan dini/prinsip kehati-

hatian); 

e. Sustainable use of natural resources (penggunaan sumber daya 

secara berkelanjutan); 

f. Eradication of poverty (terbebas dari kemiskinan); 

g. Prevention of environmental harms (pencegahan kerusakan 

lingkungan hidup); 

h. Public participation (peran serta masyarakat); 

i. Acces to information (hak mendapatkan informasi); 

 
44 Moh Fadli et.al., Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Universitas Brawijaya Press, 

Malang, 2016,  hlm 29-30. 
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j. Environmental impact assessment and informes decision making 

(analisis mengenai dampak lingkungan dan pengumuman dalam 

pengambilan keputusan); 

k. Peaceful settlement of disputes (penyelesaian sengketa secara 

damai); 

l. Equal, expanded and effective access to judicial and administrative 

proceedings (penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dan 

prosedur hukum administrasi); dan 

m. Souvereignty over natural resources and responsibility not to course 

damage to the environmentof other states or to areas beyond 

national jurisdiction (kedaulatan Negara atas sumber daya alam dan 

terlindunginya Negara dari tanggung jawab atas kerusakan 

lingkungan hidup akibat kegiatan di luar wilayah negara).45 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UUPPLH 2009 terdapat enam 

kegiatan yang mendukung pelaksanaan visi pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development)  sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Pasal 4 

“Perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 
a. Perencanaan; 
b. Pemanfaatan; 

c. Pengendalian; 
d. Pemeliharaan; 

e. Pengawasan; dan 
f. Penegakan Hukum.”46 

C. Kajian Umum tentang Pengawasan 

1. Definisi Pengawasan 

Menurut Sjachran Basah, arti dan fungsi pengawasan pada 

penyelenggaraan pemerintahan jika dilihat dari sudut Hukum Administrasi 

Negara adalah “salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya 

 
45 Ibid hlm 39-40. 
46 Lihat Pasal 4 UUPPLH 2009. 
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penyimpangan dalam tugas pemerintahan dari apa yang telah ditentukan 

dan menindak serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi.”47 

Pengawasan dari segi hukum adminitrasi menurut S.F. Marbun, 

adalah “upaya untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas 

sikap tindak badan/pejabat tata usaha negara.” 48 

Dari beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan oIeh 

beberapa para ahIi di atas, maka dapat disimpuIkan bahwa “pengawasan 

adalah upaya yang diIakukan untuk memastikan bahwa penyeIenggaraan 

pemerintahan yang diIakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada serta dengan diIakukannya pengawasan 

juga mampu menemukan penyimpangan yang terjadi sehingga dapat 

diIakukan penindakan dan perbaikan”. 

2. Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Dalam pandangan Siti Sundari Rangkuti, mengemukakan 

“pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang 

bersifat preventif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa 

kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan 

sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar, pengawasan tersebut 

diwujudkan dalam suatu tindakan seperti pengambilan sampel, 

penghentian mesin-mesin dan sebagainya.” 49 

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup 

penting dilakukan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Selain itu melalui 

kegiatan pengawasan diharapkan tercapainya hubungan yang harmonis, 

efektif dan efisien antara manusia dan lingkungan. Pengawasan juga 

 
47 Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum yang dikutip oleh Koentjoro, Diana 

Halim. Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Ditinjau Dari Optik HAN, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 
Penyunting S.F. Marbun et.al., FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 268. 

48 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 2. 
49 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 

Nasional (Cetakan ke-4, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015, hlm 222. 
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bertujuan untuk mendeteksi kebijakan Pemerintah dari penyimpangan 

yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA.50 

Jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan empat hal 

yaitu:51 

a. Pengawasan dari sudut pandang kelembagaan. 

Secara kelembagaan pengawasan dapat dibedakan dari kontrol 

internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal merupakan pengawasan 

yang dilakukan oleh suatu badan yang secara struktur organisasi masih 

termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Sedangkan kontrol 

eksternal dilakukan oleh badan yang secara struktural berada di luar 

pemerintah. 

b. Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanan pengawasan. 

Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan 

dibedakan menjadi pengawasan a-priori dan pengawasan a-posteriori. 

Pengawasan a-priori dilakukan sebelum adanya tindakan hukum 

pemerintah. Sedangkan pengawasan a-posteriori dilakukan sesudah 

sesudah terjadinya tindakan hukum pemerintah yang bertujuan 

mengkoreksi tindakan yang keliru. 

c. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi. 

Pengawasan berdasarkan aspek yang diawasi dapat dibedakan 

kedalam pengawasan dari segi hukum dan pengawasan dari segi 

kemanfaatan. Pengawasan segi hukum (legalitas), yaitu suatu 

pengawasan yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap segi-

segi hukumnya saja (rechtmatigheid). Sedangkan pengawasan dalam 

segi kemanfaatan (opportunitas) ialah pengawasan yang bertujuan 

untuk melakukan penilaian terhadap segi kemanfaatannya 

(doelmatigheid).  

d. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan. 

Pengawasan berdasarkan cara pengawasan yang dilakukan dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengawasan negatif yang 

 
50 Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 

386. 
51 Moh Fadli et.al., Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Universitas Brawijaya Press, 

Malang, 2016, hlm 79. 
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kemudian terbagi menjadi pengawasan negatif preventif dan 

pengawasan negatif represif serta pengawasan positif. Pengawasan 

negatif represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah suatu 

tindakan dilakukan. Sedangkan pengawasan negatif preventif dan 

pengawasan positif, yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi 

mengahalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.  

Secara umum menurut Hertogh M.L.M., pengawasan dapat 

dibedakan dari cara pengawasan yaitu pengawasan unilateral (unilateral 

control) dan pengawasan refleksif (reflexive control). Pengawasan 

unilateral (unilateral control) adalah pengawasan yang penyelesaiannya 

dilakukan secara sepihak oleh pengawas. Sedangkan pengawasan refleksif 

(reflexive control) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan 

melalui proses timbal balik yang berupa dialog dan negosiasi antara 

pengawas dan yang diawasi.52 

D. Kajian Umum Tentang Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup  

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (10) Ketentuan Umum Permen-

PANRB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup yang dimaksud “Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum 

lingkungan hidup.”53 

Selanjutnya kedudukan dan tangung jawab pengawas lingkungan 

berdasarkan Pasal 2 Permen-PANRB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yaitu:  

(1) “Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum 
lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah.”  
 

 
52 Moh Fadli et.al., Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Universitas Brawijaya Press, 

Malang, 2016, hlm 80. 
53 Pasal 1 Angka (10) Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup. 
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(2) “Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup.” 

 
(3) “Kedudukan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis 

tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban 
kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.”54 

 

Selanjutnya Pasal 74 Ayat (1) UUPPLH 2009,disebutkan bahwa: 

 
“Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (3) berwenang: 
a. Melakukan pemantauan; 
b. Meminta keterangan; 

c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan 
yang diperlukan; 

d. Memasuki tempat tertentu; 
e. Memotret; 
f. Membuat rekaman audio visual; 

g. Mengambil sampel;  
h. Memeriksa peralatan; 
i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 

j. Menghentikan pelanggaran tertentu”.55 

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Peraturan MENPAN-RB Nomor 22 

Tahun 2019 menyebutkan bahwa ”tugas jabatan fungsional Pengawas 

Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan 

lingkungan hidup.”56 

Pasal 15 Ayat (1) Peraturan MENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2019 

bahwa: 

“Untuk menjalankan jabatannya, Pengawas Lingkungan Hidup harus 

memenuhi persyaratan, yakni: 

 
54 Lihat Pasal 2 Peraturan MENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup 

55 Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
56 Pasal 6 Peraturan MENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup. 
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a. Berstatus PNS; 

b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu 

alam; 

e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang 

telah disusun oleh instansi Pembina; dan 

f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Pasal 15 Ayat (1) Peraturan MENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi Kota Bontang 

a. Sejarah Kota Bontang 

Kota Bontang ialah salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur 

yang terletak di bagian tengah. Kota Bontang kini baru berusia 21 

tahun, panjang perjalanan sejarah kota ini sebelum akhirnya pada 12 

Oktober 1999 Kota Bontang secara administratif dikembangkan 

menjadi daerah otonom. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi 

Kota Bontang, yang diperingati setiap tahunnya.58  

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota 

administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai. Kemudian dalam 

rangka pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Timur melalui Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten 

Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat menjadikan Kota Bontang 

menjadi Daerah Otonom.59 

b. Letak dan Kondisi Geografis Kota Bontang 

Kota Bontang merupakan wilayah pesisir Kalimantan Timur 

dengan posisi geografis terletak pada koordinat 0°01’ - 0°12’ Lintang 

Utara dan 117°23’ - 117°38’ Bujur Timur. Kota Bontang memiliki luas 

wilayah 158,2276 km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:60 

1) Sebelah utara  : Kabupaten Kutai Timur 

2) Sebelah timur  : Selat Makassar 

3) Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara 

4) Sebelah Barat  : Kabupaten Kutai Timur 

 
58 Sejarah Kota Bontang diakses melalui https://www.bontangkota.go.id/ (27 Maret 2021) 
59 Sejarah Kota Bontang diakses melalui https://www.bontangkota.go.id/ (27 Maret 2021) 
60 Badan Pusat Statistik Kota Bontang  

https://www.bontangkota.go.id/
https://www.bontangkota.go.id/
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Kota Bontang terdiri dalam tiga kecamatan diantaranya yaitu 

dengan luas wilayah sebagai berikut: 

1) Kecamatan Bontang Selatan dengan luas wilayah 109,2422 km² 

(68,69%). 

2) Kecamatan Bontang Utara dengan luas wilayah 31,8542 km² 

(20,03%). 

3) Kecamatan Bontang Barat dengan luas wilayah 17,9339 km² 

(11,28%). 

Adapun kelurahan yang ada pada masing-masing kecamatan di 

Kota Bontang secara keseluruhan berjumlah 15 kelurahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Bontang 

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2021. 
 

Wilayah Kota Bontang permukaan tanah relatif datar, landai, 

berbukit dan bergelombang dengan ketinggian antara 0 sampai 120 

mdpl. Memiliki lahan-lahan dengan kemiringan lereng yang bervariasi 
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dan terdiri dari sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah 

berupa pulau-pulau kecil.61 

Ditinjau dari geomorfologinya, Kota Bontang berupa dataran 

dengan kemiringan lereng yang berbeda-beda dari pantai Timur dan 

Selatan hingga bagian Barat. Mayoritas wilayah sebesar 48% 

menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar sehingga relief 

Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai dan bergerak 

membukit dan bergelombang dari bagian Selatan ke arah Barat.62 

c. Visi dan Misi Kota Bontang 

Kota Bontang memiliki visi yaitu, “Terwujudnya Kota Bontang 

yang Lebih Hebat dan Beradab.” Untuk mewujudkan visi tersebut maka 

terdapat tiga misi, yaitu: 

1) “Kota Bontang yang Harmoni Melalui Pemantapan Sinergi dan 

Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam 
Pembangunan.” 

2) “Kota Bontang yang Berkelanjutan yang Layak Huni, Cerdas dan 

Berwawasan Lingkungan melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial 
Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup.” 

3) “Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera melalui 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”63 

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

a. Tugas dan Fungsi DLH Kota Bontang 

DLH  Kota Bontang beralamat di Gedung Graha Taman Praja Blok 

III LT. 1 Jl. Bessai Berinta Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang, 

Kelurahan Bontang Lestari. Pasal 2 Ayat (1) Perwali Kota Bontang 

Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup menegaskan,  

 
61 Kota Bontang dalam Angka 2021 diakses melalui https://www.bontangkota.go.id/ (2 

Februari 2021)  
62 Kota Bontang dalam Angka 2021 diakses melalui https://www.bontangkota.go.id/  (2 

Februari 2021)  
63 Visi Misi Pemerintah Kota Bontang diakses melalui https://berita.bontangkota.go.id/visi-

misi/ (15 Mei 2021)  

https://www.bontangkota.go.id/
https://www.bontangkota.go.id/
https://berita.bontangkota.go.id/visi-misi/
https://berita.bontangkota.go.id/visi-misi/
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“DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.” 

Dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang lingkungan hidup, 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan pelaporan program kerja serta kegiatan 
bidang lingkungan Hidup; 

2) Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
3) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
6) Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan bidang; 

7) Pengorganisasian dan  pembinaan kepada bawahan; dan 
8) Pelaksanaan tugas - tugas lain.64 

b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DLH Kota Bontang 

               Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2021 

 
64Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, diakses melalui 

http://dlh.bontangkota.go.id/ (24 Februari 2021)  

http://dlh.bontangkota.go.id/
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c. Visi dan Misi 

DLH Kota Bontang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bontang.” 

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut DLH Kota Bontang telah 

menetapkan misi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup yang 

Berakhlak Mulia dan Profesional; 
2) Melakukan Penaatan dan Pengkajian Dampak Lingkungan 

Hdup; 

3) Mengendalikan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup serta Mengelola Limbah dan Memulihkan Lingkungan 
Hidup; 

4) Melakukan Komunikasi dan Penegakan Hukum Lingkungan.65  
 

d. Aspek Strategis Organisasi 

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bontang dalam bidang 

lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menjalankan 

delapan aspek strategis yaitu: 

1) Kerusakan pesisir dan laut; 
2) Pencemaran air dari kegiatan industri dan limbah domestik; 

3) Pencemaran udara dari kegiatan industri dan sektor 
transportasi; 

4) Ancaman penurunan permukaan tanah dan instrusi air laut 

akibat pemanfaatan air bawah tanah; 
5) Ketersediaan air bawah tanah untuk bahan baku air minum; 

6) Menurunnya keanekaragaman hayati; 
7) Timbunan sampah semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan penduduk; 

8) Resistensi masyarakat yang cukup tinggi terhadap rencana 
pembangunan sarana TPS3R.66 

 

 
65Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, diakses melalui 

http://dlh.bontangkota.go.id/ (24 Februari 2021) 
66 Data Sekunder, Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, DLH Kota 

Bontang (21 Januari 2021)  

http://dlh.bontangkota.go.id/
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B. Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Menurut 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh PPLHD Kota 

Bontang. 

Kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaannya tentu berpotensi 

untuk menimbulkan berbagai permasalahan dalam lingkungan hidup, oleh 

karena itu diperlukan pengawasan. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri LHK 

No. 2 Tahun 2013, memberikan definisi Pengawasan Lingkungan Hidup 

sebagai berikut:  

“serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 
Daerah  untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.”67 

      Perlunya kegiatan pengawasan ini adalah sebagai berikut:  

1) "Agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan Pelaku Usaha 
dan/atau Kegiatan dapat senantiasa terpantau.” 

2) “Agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan 

oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan 
perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.” 

3) “Agar penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilaksanakan 

sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.” 

4) “Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat              

terjaga.” 68 

Kewenangan pelaksanaan pengawasan diatur dalam Pasal 71 UUPPLH 

2009 menyebutkan bahwa: 

(1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang 

 
67 Pasal 1 Angka (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
68 Firdaus Alim Damapolii et.al., Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan 

Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 2. 
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ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” 
 

(2) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” 
 

(3) “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup 
yang merupakan pejabat fungsional.” 69 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Bontang 

yang menjalankan tugas untuk melaksanakan pengawasan telah melakukan 

itu, meskipun pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh. Pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang dilakukan dengan dua 

cara, yakni:70 

1. Pengawasan Tidak Langsung  

Kegiatan pengawasan oleh PPLHD Kota Bontang dimulai dengan 

melakukan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui 

pelaporan implementasi dokumen lingkungan yang dilakukan perusahaan 

melalui Laporan Hardcopy  ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

setiap 6 bulan sekali atau dengan membuat laporan secara online melalui 

SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup). 

Mekanisme pelaksanaan pengawasan tidak langsung atau yang 

biasa disebut pengawasan pasif ini adalah: 

a. Pertama, melaksanakan kegiatan pengolahan data terhadap laporan 

yang diberikan oleh perusahaan secara berkala yaitu setiap 6 bulan 

sekali terkait data pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang telah 

dilakukan. 

b. Kedua,  terhadap setiap laporan yang masuk tersebut kemudian 

PPLHD Kota Bontang melakukan kegiatan evaluasi laporan rutin 

tersebut dengan memvalidasi dan menganalisis lebih lanjut yang 

 
69 Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
70 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 
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kemudian hasil dari kegiatan evaluasi laporan tersebut bertujuan untuk 

mengetahui tingkat ketaatan perusahaan dalam melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan. 

c. Ketiga, menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan yang diberikan 

oleh perusahaan. Jika PPLHD Kota Bontang dalam hasil evaluasi 

menemukan ketidaksesuaian antara laporan yang dibuat oleh 

perusahaan dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen 

lingkungan yang dimiliki maka PPLHD Kota Bontang akan melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap perusahaan tersebut. Hal yang 

sama juga dilakukan terhadap perusahan yang setelah berjalan namun 

tidak pernah memberikan laporan terkait pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, maka PPLHD Kota 

Bontang akan mendata untuk kemudian dilakukan pengawasan 

langsung ke lokasi perusahaan tersebut. 71 

2. Pengawasan Langsung  

Pengawasan langsung atau biasa disebut pengawasan aktif 

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pada pengawasan tidak langsung 

yang telah dilakukan oleh PPLHD. Artinya, PPLHD Kota Bontang dalam 

menentukan atau memilih perusahaan yang akan dilaksanakan 

pengawasan langsung didasarkan pada pelaporan perusahaan yang telah 

dilakukan evaluasi.  

Pengawasan langsung baru dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang 

terhadap usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan di Kota 

Bontang, jika: 

a. Perusahaan yang dalam laporan yang dibuat ditemukan 

ketidaksesuaian dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen 

lingkungan. 

b. Perusahaan yang setelah berjalan tidak pernah melakukan pelaporan 

mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

 
71 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 
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Menurut Adetya Kautsar, “Pengawasan secara langsung dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu dan memperhatikan Standard 

Operating Procedur (SOP) yang disusun oleh KLHK. SOP ini berfungsi 

sebagai pedoman pengawas lingkungan hidup khususnya bagi PPLHD Kota 

Bontang dalam menjalankan tugasnya secara efektif, teratur dan 

konsisten.”72 

Berdasarkan SOP “Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan 

Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup” secara umum 

rincian kegiatan pada tahapan pelaksanaan pengawasan langsung adalah 

sebagai berikut: 

 
                   Tabel 3.1                                                     

Rincian Kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup 
 

No. Jenis Pengawasan Butir Kegiatan 

1.  Pengawasan 
Langsung 

A. Tahap Persiapan pengawasan 

   1. Melakukan kegiatan 

evaluasi/review informasi terkait 
kegiatan pengelolaan lingkungan 
dan penaatan perusahaan yang 

akan diawasi 

2. Melakukan kegiatan penyusunan 
rencana pengawasan 

3. Melakukan kegiatan pembuatan 
daftar periksa (checklist) mengenai 

data dan informasi yang ingin 
didapat dari pengawasan 

4. Melakukan kegiatan pemeriksaan 
alat yang akan digunakan  dalam 

pengawasan 

5. Koordinasi 

B.  Tahap Pelaksanaan pengawasan 

 1. Memperlihatkan surat tugas dan 

menjelaskan mengenai maksud 
kedatangan kepada pihak 
manajemen perusahaan yang akan 

diawasi 
 

 
72 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 
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2. Melakukan pertemuan 
pendahuluan dengan perwakilan 

manajemen perusahaan: 
1) Memperkenalkan anggota tim 

pengawas 

2) Memperlihatkan tanda 
pengenal dan surat perintah 
tugas 

3) Menyampaikan surat 
pemberitahuan 

4) Menjelaskan maksud dan 
tujuan kedatangan dan 
rencana jadwal pengawasan 

penaatan 
5) Menjelaskan kewenangan dan 

dasar hukum kegiatan 
pengawasan 

6) Menjelaskan cara pelaksanaan 

pengawasan 
7) Meminta perusahaan untuk 

menjelaskan kegiatan secara 

keseluruhan 
8) Menetapkan jadwal pertemuan 

dengan personil 
9) Menyampaikan dan 

menjelaskan daftar 

permasalahan 
10) Meminta kepada perusahaan 

untuk dapat didampingi oleh 
perwakilannya 

11) Melakukan konfirmasi dan 

verifikasi terhadap informasi 
Izin yang dimiliki Perusahaan 

12) Mengkonfirmasikan 
persyaratan kesehatan dan 
keselamatan 

13) Menetapkan jadwal pertemuan 
penutup dengan perusahaan 

3. Melakukan pemeriksaan dokumen 
terkait dengan kewajiban 

perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, 
Perizinan dan dokumen lingkungan 

serta dokumen lainnya) 

4. Melakukan pemeriksaan 
lokasi/fasilitas terkait dengan 

kegiatan pengelolaan lingkungan: 
1) Fasilitas proses produksi. 
2) Fasilitas pengendalian 

pencemaran air. 
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3) Fasilitas pengendalian 
pencemaran udara. 

4) Fasilitas kegiatan pengelolaan 
bahan berbahaya dan beracun 
(B3). 

5) Fasilitas kegiatan pengelolaan 
Limbah B3. 

6) Fasilitas pencegahan 

kebakaran hutan dan/atau 
lahan. 

 

5. Melakukan kegiatan pengambilan 
sampel limbah dan/atau kualitas 
lingkungan (antara lain air limbah, 

air sungai, air danau, air laut, emisi 
udara, udara ambien, tanah, B3, 
limbah B3, biota) dalam rangka 

pengawasan 

6. Melakukan kegiatan pemotretan 
dan/atau video antara lain 
terhadap kegiatan pengambilan 

sampel, situasi pabrik, situasi IPAL 
dengan menggunakan kamera 

dan/atau drone dalam rangka 
pengawasan 

7. Melakukan penghentian 
pelanggaran tertentu 

8. Melakukan pertemuan penutup 

berupa : 
a. penyusunan berita acara 

pengawasan 

b. pertemuan penutup dengan 
pihak perusahaan dan 

menyampaikan Temuan 
lapangan dan Berita Acara 
Pengawasan yang telah 

disusun dan ditandatangani 
 

  C. Tahap Pasca Pengawasan 

 1. Melakukan penyusunan laporan 
hasil pengawasan lapangan 
termasuk didalamnya melakukan 

kegiatan analisis hasil 
pengawasan, merumuskan 

rekomendasi hasil pengawasan 
yang ditujukan kepada 
perusahaan, merumuskan 

rekomendasi sanksi administrasi 
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2. Melakukan kegiatan penyerahan 
sampel kepada pihak laboratorium 

yang bertanggung jawab 
3. Mendokumentasikan seluruh data 

dan informasi yang didapatkan dari 

hasil pengawasan 

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2021 

      Selanjutnya penulis akan memaparkan tahapan pelaksanaan 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Adetya73, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan pengawasan 

Persiapan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang 

untuk melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan dimulai 

dengan mempelajari dan menelaah dokumen terkait dengan kewajiban 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan 

berbagai perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dilakukan 

pengawasan untuk mengetahui kewajiban perusahaan tersebut.  

Kemudian PPLHD Kota Bontang akan melakukan kegiatan 

pemeriksaan alat dan membuat checklist mengenai data dan informasi 

yang ingin didapat dari pengawasan. Selain mempersiapkan checklist 

daftar periksa lapangan dan checklist pemeriksaan alat, PPLHD Kota 

Bontang juga mempersiapkan dokumen yang terdiri dari: 

a. “Surat Pemberitahuan Pengawasan Penaatan” ditujukan untuk 

perusahaan yang akan dilakukan pengawasan. 

b. Dokumen yang dimiliki perusahaan. 

c. Formulir Berita Acara Pengawasan. 

d. Berita Acara Pengambilan foto. 

e. Khusus untuk pengawasan penanganan kasus maka PPLHD Kota 

Bontang juga akan membuat Berita Acara Pengambilan Sampel. 

2. Tahap pelaksanaan pengawasan 

 
73 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 



 

44 

 

 

Pelaksanaan pengawasan penaatan dimulai ketika PPLHD Kota 

Bontang tiba di lokasi perusahaan yaitu melakukan pertemuan 

pendahuluan dengan pihak perusahaan. Pada kegiatan pertemuan 

pendahuluan tersebut PPLHD Kota Bontang terlebih dahulu akan 

memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan 

pengawasan yang akan dilakukan serta meminta perusahaan untuk 

menjelaskan terkait “Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang 

telah dilakukan oleh perusahaan beserta hambatannya. 

Kemudian dari penjelasan oleh pihak perusahaan terkait 

pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan maka, PPLHD Kota Bontang 

akan melakukan pemeriksaan dengan menyesuaikan pada kewajiban 

perusahaan yang tercantum dalam dokumen dan perizinan yang dimiliki 

oleh perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan.  

Setelah itu PPLHD Kota Bontang akan melakukan pemeriksaan 

langsung ke berbagai fasilitas yang dimiliki perusahaaan seperti fasilitas 

pengendalian pencemaran air, fasilitas pengendalian pencemaran udara, 

pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3. PPLHD Kota Bontang 

juga melakukan kegiatan pemotretan dan/atau video. Setiap temuan dan 

fakta-fakta yang didapatkan di lapangan akan dituangkan ke dalam Berita 

Acara.  

Selanjutnya PPLHD Kota Bontang kembali ke kantor untuk 

membuat: 

1. Berita Acara Hasil Pengawasan 

2. Berita Acara Pengambilan Foto, dan  

3. jika ada kegiatan pengambilan sampel maka juga dibuat Berita Acara 

Pengambilan Sampel.  

Setelah semua hasil temuan dan pemeriksaan fakta-fakta di 

lapangan dituangkan ke dalam berita acara kemudian dilakukan 

pertemuan penutup berupa kegiatan pembahasan berita acara. 

3. Tahap pasca pengawasan 

Pada tahap ini PPLHD Kota Bontang membuat Laporan Pengawasan 

Penaatan Perizinan Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Kepala Dinas 
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Lingkungan Hidup yang memuat BA Pengawasan Lingkungan Hidup dan 

analisa ketaatan perusahaan sesuai dengan temuan-temuan yang 

didapatkan di lapangan.  

Dalam laporan tersebut memuat rekomendasi hasil pengawasan 

yang menjadi dasar rekomendasi sanksi administrasi apabila dalam hasil 

analisis pengawasan pelaku usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak taat 

berupa: 

a. Teguran tertulis; 

b. Paksaan pemerintah; 

c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau 

d. Pencabutan Izin Lingkungan.74 

    Pengawasan secara langsung oleh PPLHD Kota Bontang sudah 

dilakukan, tetapi tidak secara menyeluruh. Seharusnya pengawas lingkungan 

hidup menyusun perencanaan pengawasan reguler secara sistematis dan 

terencana. Hal ini dilakukan agar pengawasan dapat memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Tahapan pengawasan tidak langsung maupun langsung yang dilakukan 

oleh pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup terkait dengan pelaksana 

tugas masing-masing tahapan telah diatur dalam Permen PANRB Nomor 22 

Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

Pelaksana tugas tersebut didasarkan pada jenjang jabatan pengawas 

lingkungan hidup.  

Pasal 5 Ayat (2) peraturan tersebut membagi jabatan fungsional 

pengawas lingkungan hidup ke dalam empat jenjang yaitu sebagai berikut: 

a) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama; 

b) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda; 

c) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, dan 

d) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama.75 

 
74 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 
75 Lihat Pasal 5 Ayat (2) Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup. 
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    Pelaksana tugas pada tiap kegiatan pengawasan secara langsung 

maupun tidak langsung yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang dilakukan 

secara bergantian. Hal ini dikarenakan jenjang jabatan yang dimiliki oleh 

PPLHD Kota Bontang merupakan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama. 

Sehingga dalam melaksanakan tiap butir kegiatan pada kegiatan pengawasan 

baik langsung maupun tidak langsung terkait siapa yang melaksanakan 

masing-masing tahapan kegiatan pengawasan hanya dilakukan secara 

bergantian. Contohnya pada suatu pengawasan langsung ada yang bertugas 

untuk membuat checklist daftar periksa dan pemeriksaan alat, ada yang 

bertugas membuat Dokumen Berita Acara, ada yang bertugas turun ke 

lapangan untuk melakukan pengawasan langsung. 

Pemerintah Kota Bontang melalui Peraturan Walikota Kota Bontang 

Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang “Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup” mengatur daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan SPPL berdasarkan 

skala/besaran jenis kegiatannya. 

Data seksi bidang pengkajian dampak lingkungan DLH Kota Bontang 

menunjukkan bahwa terhitung sampai dengan akhir Tahun 2020 terdapat 237 

usaha dan/atau kegiatan di Kota Bontang yang memiliki dokumen UKL-UPL. 

Berikut ini data tentang dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh DLH Kota 

Bontang. 

 

Tabel 3.2 

Data Dokumen Lingkungan UKL-UPL Kota Bontang 
 

 

No. Tahun 
Jumlah 

(Dokumen) 

1.  2002 3 

2.  2003 9 

3.  2004 19 

4.  2005 20 
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5.  2006 2 

6.  2007 27 

7.  2008 11 

8.  2009 7 

9.  2010 23 

10.  2011 13 

11.  2012 24 

12.  2013 20 

13.  2014 17 

14.  2015 4 

15.  2016 10 

16.  2017 9 

17.  2018 5 

18.  2019 11 

19.  2020 3 

 Total 237 

         Sumber: Data Sekunder, DLH Kota Bontang, tidak diolah, 2021 

Dari data tersebut tampak bahwa secara keseluruhan jumlah izin 

lingkungan (UKL-UPL) di Kota Bontang berjumlah 237 usaha dan/atau 

kegiatan, dan dari jumlah tersebut hanya enam usaha dan/atau kegiatan 

yang telah dilakukan pengawasan langsung sampai dengan akhir Tahun 

2020 yaitu sebagai berikut:76                

Tabel 3.3  
Data Pengawasan Langsung (Dokumen UKL-UPL) 

 

No. 
Nama 

Perusahaan/Pemrakarsa 
Lokasi 

1.  PT. Samator Gas Industri  Jl. Tursina Barat, Kawasan 

Industri KIE, kelurahan Guntung 

2.  PT. Kaltim Amonium Nitrat 

(KAN) 

Kawasan Industri PT. KIE 

Bontang 

 
76 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(25 Februari 2021) 
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3.  Sumur Produksi BH-5C 

Lagoon PT. Pupuk Kalimantan 

Jl. Tulip PC VI, Kelurahan 

Belimbing, Kecamatan Bontang 

Barat, Kota Bontang 

4.  PT. Bontang Migas Energi 

(BME) 

Jl. Arief Rahman Hakim, KM.3, 

Kota Bontang 

5.  Water Treatment Plant 

(WTP) Loktuan 

Jl. R.E. Martadinata, Kelurahan 

Loktuan, Kecamatan Bontang 

Utara 

6.  Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) Loktuan 

Selambai, Kelurahan Loktuan, 

Kecamatan Bontang Utara 

Sumber: Data Primer, DLH Kota Bontang, diolah, 2021 

Dari sajian data di atas, jika melihat data sebelumnya terkait jumlah 

usaha yang memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) yang ada di Kota Bontang 

dapat dijelaskan bahwa jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan (UKL-

UPL) tidak berbanding lurus dengan jumlah usaha yang telah dilakukan 

pengawasan langsung. Hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang belum berjalan 

secara maksimal. 

Belum maksimalnya kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan 

oleh PPLHD Kota Bontang tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yakni 

pertama menurut Anwar Sadat,77 pengawasan penaatan oleh PPLHD Kota 

Bontang baru mulai aktif dilakukan pada tahun 2018. Sebelumnya para 

pejabat fungsional yang ada di DLH Kota Bontang dipecah di beberapa 

bidang-bidang. Empat pejabat fungsional pengawas lingkungan yang ada 

tersebut ditempatkan di bidang-bidang yang berbeda.  

Kemudian pada pertengahan tahun 2018 dilakukan perombakan 

sehingga untuk jabatan fungsional yang terdiri dari Pengawas Lingkungan 

Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan dikumpulkan pada satu 

ruangan. Hal ini menjadi pengaruh besar, dimana yang sebelumnya dapat 

dikatakan PPLHD Kota Bontang masif bersifat pasif maksudnya ialah 

 
77 Anwar Sadat, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, wawancara di DLH Kota Bontang, (2 Maret 2021) 
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PPLHD Kota Bontang hanya melakukan pengawasan jika terdapat 

permasalahan atau jika ada perintah dari atasan untuk melakukan 

pengawasan kepada perusahaan yang ditunjuk. Namun dengan 

ditempatkannya PPLHD Kota Bontang di satu ruangan menjadikan kegitan 

pengawasan penaatan mulai dilakukan secara terstruktur. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengawasan penaatan 

lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang baru mulai 

aktif dilakukan pada tahun 2018. Sebelumnya, pengawasan hanya 

dilakukan jika terdapat permasalahan atau aduan terkait dugaan 

pencemaran dan/atau kerusakan Iingkungan dan adanya perintah dari 

atasan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap 

perusahaan. 

Kedua, pelaksanaan pengawasan penaatan yang dilakukan oleh 

PPLHD Kota Bontang terkendala dalam waktu. Menurut Adetya Kautsar78, 

sepanjang tahun 2019 PPLHD Kota Bontang berfokus menyelesaikan 

pengawasan penanganan kasus PT. Graha Power Kaltim dimana izin 

lingkungan perusahaan tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur. 

Sehingga dapat dikatakan waktu kami habis untuk mengurusi penanganan 

kasus PT. Graha Power Kaltim yang dokumen lingkungannya sebenarnya 

ada di provinsi. Seringkali provinsi meminta bantuan kepada kami untuk 

melakukan pengawasan dimana hasil pengawasan yang kita lakukan 

tersebut kemudian kami sampaikan kepada DLH Provinsi yang nantinya 

sebagai dasar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk mengambil 

keputusan. Hal ini dilakukan karena provinsi memiliki keterbatasan untuk 

melakukan pengawasan langsung, mereka tidak dapat untuk terus-

terusan turun ke Kota Bontang karena perlu biaya. 

Ketiga, situasi pandemi COVID-19  menghambat pelaksanaan 

pengawasan penaatan secara langsung di lapangan. Menurut Sri79, adanya 

pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 juga kemudian mampu 

 
78 Adetya Kautsar Rahman, PPLHD Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, 

(20 Februari 2021) 
79 Sri Nur Wahyuni, PEDAL Kota Bontang, wawancara di Kantor DLH Kota Bontang, (22 

Februari 2021) 
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menghambat pelaksanaan pengawasan secara langsung. Sehingga 

pengawasan hanya dilakukan sampai bulan maret 2020. Setelah itu 

pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup dan pengendali dampak 

lingkungan hanya melakukan kegiatan pengawasan pasif atau tidak 

langsung melalui pelaporan perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang setiap 6 bulan sekali. 

Kegiatan PPLHD Kota Bontang dalam melakukan evaluasi laporan 

dari perusahaan merupakan bagian dari mekanisme kegiatan pengawasan 

tidak langsung. Sejalan dengan hal tersebut, maka Pemegang Izin 

Lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan 

yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

PPLHD Kota Bontang, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan 

beberapa usaha di Kota Bontang. Dalam kesempatan kali ini, peneliti 

melakukan wawancara kepada pemegang izin Iingkungan yang 

melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-

UPL) di Kota Bontang. 

Berikut data hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan 

pelaporan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh usaha yang 

memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) di Kota Bontang kepada DLH Bontang: 

Tabel 3.4  

Ketaatan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan  
Lingkungan Hidup 

 
 

No. 
Nama 

Usaha/Kegiatan 

Lokasi 

Usaha/Kegiatan 

Ketaatan 

Usaha/Kegiatan 

1.  Auto 2000 Cabang 

Bontang 

Jl. Brigjen Katamso 

No.31, Kelurahan 

Belimbing, 

Kecamatan 

Bontang Barat 

Taat dalam 

menyampaikan 

laporan secara rutin 
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2.  Water Treatment 

Plan (WTP)  

Jl. Slamet Riyadi, 

Kelurahan Loktuan, 

Kecamatan 

Bontang Barat 

Tidak taat dalam 

menyampaikan 

secara laporan rutin 

3.  Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Untuk 

Umum (SPBU)  

Jl. Jendral 

Sudirman, 

Kelurahan Tanjung 

Laut, Kecamatan 

Bontang Selatan 

Menyampaikan 

laporan tetapi belum 

memenuhi bentuk 

laporan 

4.  Instalasi 

Pengolahan Air 

Limbah (IPAL)  

Jl. Sultan 

Hasanuddin, Kel. 

Berbas Pantai, Kec. 

Bontang Selatan 

Tidak taat dalam 

menyampaikan 

laporan secara rutin  

5.  PT. Bontang Migas 

dan Energi (BME) 

Jl. Arief Rahman 

Hakim RT.42 

Kelurahan 

Belimbing, 

Kecamatan 

Bontang Barat 

Taat dalam 

menyampaikan 

laporan secara rutin  

6.  Sumur Produksi 

PT.Pupuk Kaltim 

Jl. Tulip PC VI, 

Kelurahan 

Belimbing, 

Kecamatan 

Bontang Barat  

Taat dalam 

menyampaikan 

laporan secara rutin  

Sumber: Data Primer, diolah, 2021 

Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan dari enam 

usaha yang memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) di Kota Bontang yang 

diteliti, tiga usaha dan/atau kegiatan yakni Auto 2000 Bontang, dan BME, 

serta sumur PKT telah melakukan pelaporan secara rutin kepada DLH Kota 

Bontang. Sedangkan tiga lainnya yakni Water Treatment Plan (WTP) 

Loktuan, dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Berbas Pantai, serta 

SPBU Tanjung Laut masih tidak tertib administrasi pelaporan. 
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Pertama, Auto 2000 Cabang Bontang telah melakukan pelaporan 

rutin kepada DLH Kota Bontang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

General Affair Auto 2000 Bontang, Ibu Esther mengatakan bahwa: 

“Pihak Auto 2000 Cabang Bontang telah menyerahkan Iaporan 

peIaksanaan UKL-UPL setiap (enam) bulan sekali. Laporan tersebut 

disampaikan kepada DLH Kota Bontang secara manual berupa 
dokumen “Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester” dalam bentuk 

hardcopy. Dalam laporan tersebut kegiatan pemeriksaan sampel 
pemantauan dampak kegiatan dari kegiatan show room dan 
bengkel Auto 2000 Bontang dilakukan oleh pihak ketiga yakni 

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang berada di 
Samarinda.” 80 

Kedua, PT. Bontang Migas Energi telah menyerahkan laporan 

periodik semester kepada DLH Kota Bontang. Menurut Direktur PT.BME, 

Ibu Siti Hamnah mengatakan bahwa “pelaporan mengenai pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT.BME disampaikan 

secara periodik setiap enam bulan sekali ke kantor Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang dalam bentuk Hardcopy.” 81 

Ketiga, Sumur Produksi PT. Pupuk Kaltim telah melakukan 

pelaporan secara rutin kepada DLH Kota Bontang. Hal ini sesuai dengan 

yang dikatakan Bapak Satriyo Nugroho, Direktur Teknik dan 

Pengembangan Sumur Produksi PT. Pupuk Kaltim bahwa “pihak PT. Pupuk 

Kaltim telah menyerahkan laporan Periodik Semester terkait kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan 

secara berkala setiap enam bulan sekali yang dilakukan secara online 

melalui web “Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup 

(SIMPEL).”82 

Keempat, Water Treatment Plan (WTP) Loktuan belum 

menyampaikan laporan kepada DLH Kota Bontang. Menurut Kepala 

Cabang WTP Loktuan, Bapak Budi Hartono pihaknya mengatakan bahwa 

“Sampai saat ini WTP Loktuan belum pernah menyerahkan laporan kepada 

 
80 Ibu Esther, General Affair Auto 2000 Bontang, wawancara di Kantor Auto 2000 Bontang, 

(1 Maret 2021) 
81 Ibu Siti Hamnah, Direktur PT. BME, wawancara di Kantor PT. BME, (1 Maret 2021) 
82Satriyo Nugroho, Direktur Teknik dan Pengembangan Sumur Produksi PT. Pupuk Kaltim, 

wawancara, (4 Maret 2021) 
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DLH Kota Bontang mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup. Ditambahkan lagi, menurutnya hal ini dikarenakan tidak 

mengetahui teknis atau tata cara serta format laporan tersebut.” 83 

 

Kelima, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Berbas Pantai. 

Menurut petugas pengawas IPAL Berbas Pantai, Bapak Achmad Gazali 

mengatakan bahwa “pihak IPAL Berbas Pantai sampai saat ini masih belum 

ada upaya pemantauan lingkungan hidup. Selain itu juga IPAL Berbas 

Pantai tidak menyerahkan laporan periodik semester mengenai 

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada DLH 

Kota Bontang dikarenakan tidak pernah mendapatkan teguran maupun 

anjuran dari DLH tentang pelaporan mengenai pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan kepada DLH Kota Bontang.” 84 

 

Keenam, Berdasarkan hasil penelitian penulis di Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanjung Laut, menurut Bapak Buyung (Pemilik 

SPBU Tanjung Laut): 

“Pihaknya telah melakukan upaya pelaporan secara Periodik 
Semester. Adapun laporan yang disampaikan hanya sebatas 

pemeriksaan oil catcher SPBU yang dilakukan secara mandiri oleh 
pihak perusahaan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bontang. Padahal sesuai dengan penjelasan 

pada dokumen UKL-UPL, upaya pegelolaan yang wajib dilakukan 
antara lain yaitu pemantauan kualitas air sumur pantau di SPBU, 

pemantauan kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan, kualitas 
air limbah dari oil catcher, pemeriksaan instalasi listrik secara 
berkala dan sebagainya. Namun hingga sampai saat ini juga tidak 

ada tindakan korektif maupun pembinaan yang diterima oleh 
penanggung jawab usaha SPBU Tanjung Laut.” 85 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa 

masih ada perusahaan yang tidak tertib administrasi pelaporan 

ditunjukkan dengan adanya perusahaan yang belum memberikan laporan 

secara periodik kepada DLH Kota Bontang. Terhadap usaha yang belum 

 
83 Budi Hartono, Kepala cabang WTP Loktuan, wawancara di Kantor WTP Loktuan, (4 Maret 

2021) 
84 Achmad Gazali, Petugas Pengawas IPAL Berbas Pantai, wawancara di lokasi IPAL Berbas 

Pantai, (26 Februari 2021)  
85 Bapak Buyung, Pemilik SPBU Tanjung Laut, Wawancara di Kantor SPBU Tanjung Laut, 

(26 Februari 2021) 
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memberikan laporan secara berkala harus segera dilakukan penindakan 

dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 508 ayat (1) 

yang meliputi: 

a. teguran tertulis; 

b. paksaan pemerintah; 

c. denda administratif; 

d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan 

e. Pencabutan Perizinan Berusaha.”86 

Untuk melihat pelaksanaan “Pengawasan Penaatan Lingkungan 

Hidup” yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang, maka dapat ditinjau 

menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto dengan melihat lima 

faktor sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum atau Peraturan itu sendiri. 

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Bontang oleh 

PPLHD Kota Bontang sudah tertuang secara jelas dalam Pasal 71 

UUPPLH 2009. Kewajiban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan 

penaatan tercantum dalam Pasal 71 UUPPLH 2009 yang kemudian 

menjadi dasar hukum yang digunakan PPLHD Kota Bontang.  

UUPPLH 2009 Pasal 71 menjadi payung hukum bagi PPLHD Kota 

Bontang, karena Pemerintah Daerah Kota Bontang sendiri belum 

mempunyai produk hukum berupa Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Pentingnya produk hukum daerah adalah untuk memberikan 

landasan dalam melindungi lingkungan hidup atas pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan, terlebih melihat kondisi Kota Bontang 

yang merupakan kota industri. Berdasarkan hal diatas, maka aturan 

yang dapat dijadikan dasar hukum dalam rangka melakukan 

pengawasan yakni merujuk pada Pasal 71 UUPPLH 2009. 

 
86 Lihat Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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2. Faktor penegak hukum. 

    Aturan mengenai pengawasan akan efektif apabila pengawasan 

dilakukan secara profesional dan sebagai pelaksana kebijakan maka 

pengawasnya harus mempunyai mental yang tangguh sehingga 

diperlukan pengawas yang kompeten, memiliki integritas, professional, 

dan responsif sehingga mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dengan baik.  

PPLHD Kota Bontang telah berkomitmen untuk melaksanakan 

tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan, akan tetapi 

memang pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini 

dikarenakan kurangnya jumlah personel pejabat fungsional pengawas 

lingkungan hidup di Kota Bontang.  

Kondisi PPLHD Kota Bontang saat ini ada (empat) 4 personel 

pengawas, jumlah tersebut terlalu sedikit untuk melakukan 

pengawasan terhadap jumlah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah 

dimana jumlahnya cukup banyak. Sehingga sejauh ini PPLHD Kota 

Bontang belum melakukan pengawasan yang bersifat rutin, saat ini 

pengawasan dilakukan setahun sekali untuk mengawasi satu 

perusahaan besar.  

Selain itu juga dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang khususnya bagi 

PPLHD Kota Bontang seharusnya diikutsertakan untuk mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Sejauh ini, belum semua personel 

PPLHD Kota Bontang telah mengikuti diklat. Padahal hal ini penting 

dilakukan sebagai bekal di lapangan ketika para PPLHD Kota Bontang 

melakukan pengawasan lingkungan hidup. Selain itu juga diklat bagi 

setiap PPLHD Kota Bontang perlu untuk dilakukan karena melihat 

kondisi di lapangan saat ini dan persoalan teknologi dan peraturan terus 

berkembang sehingga pengawas tidak boleh tertinggal oleh 

perkembangan yang ada.  
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik apabila 

dalam pelaksanaannya didukung dengan fasilitas atau sarana yang 

memadai. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia khususnya PPLHD 

Kota Bontang saat ini berjumlah empat orang. Jumlah tersebut tidak 

memadai untuk menjamin bahwa semua usaha dan/atau kegiatan di 

Kota Bontang yang jumlahnya cukup banyak dapat diawasi.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti, hingga saat ini fasilitas yang dimiliki oleh DLH Kota 

Bontang belum memadai, terutama belum tersedianya kendaraan 

operasional berupa mobil bagi pejabat fungsional khususnya pengawas 

lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan secara langsung 

menyebabkan pengawasan terkendala. Berdasarkan hal diatas, fasilitas 

untuk melakukan pengawasan secara optimal belum memadai.  

4. Faktor masyarakat. 

Analisis berdasarkan penelitian yang diambil dari hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada warga sekitar operasional 

perusahaan untuk melihat faktor masyarakat menunjukkan bahwa 

masyarakat yang terdampak dari kegiatan perusahaan akan 

menyerahkan kepada LSM Lingkungan yang ada di Kota Bontang untuk 

kemudian melanjutkan advokasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang. Hal ini dikarenakan masyarakat selama ini tidak mengetahui 

teknis atau tata cara pengaduan kasus pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Suartini87 

warga RT 23, Kecamatan Bontang Selatan yang  merupakan salah satu 

warga yang terdampak akibat kegiatan SPBU Tanjung Laut yang lokasi 

kegiaatannya tidak jauh dari rumahnya. Dampak dari adanya 

pencemaran itu membuat sumur miliknya sekarang sudah tidak dapat 

digunakan lagi akibat tercemar BBM yang berasal dari rembesan tangki 

pendam SPBU Tanjung Laut. Sebagai kompensasi ganti ruginya, warga 

 
87 Ibu Suartini,  warga RT 23 Kelurahan Tanjung Laut, wawancara, (25 Juli 2021) 
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yang terdampak mendapatkan pasokan air bersih berupa pemasangan 

PDAM. 

Wawancara selanjutnya dengan saudara Andhisa88, salah satu 

warga RT 16 Kelurahan Loktuan mengeluhkan bau ammonia yang 

menyengat berasal dari perusahaan yang berada di Kawasan Industri 

KIE. Ia mengatakan bahwa bau ammonia biasa tercium di sore dan 

malam hari tetapi tidak berlangsung lama, hanya saja terkadang 

baunya sangat menyegat dan menggangu kegiatan warga. Namun 

disamping itu, ia mengaku bahwa selama ini pihak perusahaan yang 

berada di Kawasan Industri KIE terutama PT. Pupuk Kaltim telah 

memberikan bantuan CSR kepada warga yang berada di Kelurahan 

Loktuan yang telah membantu percepatan pembangunan di kelurahan 

setempat. 

Wawancara dengan Bapak Amran89, salah satu warga RT 21 

Kecamatan Bontang Selatan yang jarak rumahnya dengan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Berbas Pantai kurang dari 100 meter. Ia 

mengeluhkan bau tidak sedap yang berasal dari IPAL domestik 

tersebut.  

5. Faktor kebudayaan. 

 Yakni sebagai “hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”90 Membudayakan perilaku 

ramah lingkungan ialah refleksi tanggung jawab perusahaan. Pelaku 

usaha dan/atau kegiatan harus mempunyai komitmen dalam 

melaksanakan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan. 

Membudayakan perilaku ramah lingkungan perlu dikembangkan untuk 

tidak memberikan pencemaran pada lingkungan. Maka dari itu 

dibutuhkan kesadaran tiap individu untuk lebih peduli terhadap 

lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman 

ilmu pengetahuan, membangun kesadaran masyarakat melalui 

 
88 Bapak Andhisa,  warga RT 16 Kelurahan Loktuan, wawancara, (25 Juli 2021) 
89 Bapak Amran, warga RT 21 Kelurahan Berbas Pantai (25 Juli 2021)  
90 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 8. 
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berbagai media dan juga harus ditunjang dengan kebijakan dan 

regulatif yang efektif.  

Berangkat dari hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang telah 

dilakukan tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh. Untuk memastikan 

tingkat ketaatan usaha, pengawasan tidak langsung sebaiknya harus diikuti 

dengan pengawasan langsung. Karena pada pengawasan tidak langsung 

didasarkan pada laporan pihak penanggung jawab usaha yang tidak selalu 

dilakukan secara obyektif, melainkan ada faktor kepentingan.  

Sujanto91, mengemukakan bahwa: 

“Dalam usaha untuk menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut 
pengawasan yang dilakukan memiliki peranan yang sangat penting. 

Pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjut pemeriksaan 
bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi lebih dari 

itu justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri.” 

 

Pengawasan langsung, tetap harus dilakukan secara berkala yang 

dibuat dalam suatu perencanaan pengawasan tahunan, semester, triwulan, 

atau bulanan sesuai kemampuan dari sumber daya kelembagaan yang ada.  

Pengawasan yang dilakukan secara berkala akan menghasilkan 

data dan informasi mengenai riwayat penaatan penanggung jawab usaha 

yang pada akhirnya dapat memperkuat pada penegakan hukum 

lingkungan. Pada saat pengawasan, baik sifatnya pengawasan rutin atau 

pengawasan penanganan kasus apabila mengacu pada SOP harus ada 

kegiatan pengambilan sampel. Selama ini pengambilan sampel hanya 

dilakukan pada pengawasan penanganan kasus.  

Pengawasan rutin yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang 

terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Bontang selama ini hanya 

pemeriksaan di lapangan secara visual karena tidak disertai dengan 

kegiatan pengambilan sampel dan analisis laboratorium. Sehingga dalam 

melakukan kegiatan pengawasan rutin yang sifatnya langsung di lapangan 

 
91 Henry Subiyakto, Pertambangan dan Problematika Penegakan Hukumnya. 

ELSAM, Jakarta, 2015, hlm 80. 
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perlu adanya kolaborasi dengan UPT Lab DLH Kota Bontang. PPLHD Kota 

Bontang dapat menggandeng UPTD Laboratorium untuk mendukung 

dalam kegiatan pengawasan antara lain melaksanakan pengambilan 

contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. 

 

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan 

Hidup menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh 

PPLHD Kota Bontang 

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka penulis menemukan 

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh PPLHD Kota 

Bontang. Berikut faktor penghambat menurut teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto, yakni: 

1. Faktor Hukum dan peraturan itu sendiri. 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota 

Bontang mempunyai tugas melaksanaan “Pengawasan Penaatan 

Lingkungan Hidup” terhadap usaha yang memiliki izin lingkungan di Kota 

Bontang sesuai dengan Pasal 71 UUPPLH 2009.  

Kendala utama ialah belum adanya regulasi berupa Peraturan 

Daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota 

Bontang sebagai landasan dalam melindungi lingkungan hidup dan sebagai 

senjata bagi para penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan 

hukum lingkungan.  

2. Faktor Penegak Hukum 

Kurangnya personel pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup 

yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang bahwa saat ini hanya 

memiliki 4 (empat) orang PPLHD yang menyebabkan pengawasan 

penaatan lingkungan hidup mengalami hambatan di lapangan.  

Sedikitnya personel memungkinkan keterbatasan PPLHD Kota 

Bontang untuk dapat melakukan pengawasan khususnya pengawasan 

langsung secara maksimal dan menyeluruh dikarenakan usaha dan/atau 

kegiatan yang harus diIakukan pengawasan jumlahnya cukup banyak.  
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Di Kota Bontang sendiri usaha dan/atau kegiatan yang memiliki 

dokumen lingkungan AMDAL berjumlah 27 dan UKL-UPL mencapai 237 

sehingga tidak terpantau secara menyeluruh. Ditambahkan lagi upaya 

peningkatan Sumber Daya Manusia bagi PPLHD Kota Bontang melalui 

pendidikan dan pelatihan (diklat) belum diikuti secara menyeluruh oleh 

personel PPLHD Kota Bontang.  

Peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi bagian penting 

untuk menjadikan sehingga seharusnya seluruh personel PPLHD Kota 

Bontang telah mengikuti diklat sebagai bekal di lapangan ketika para 

PPLHD Kota Bontang melakukan kegiatan pengawasan. Selain itu juga 

diklat bagi setiap PPLHD Kota Bontang perlu untuk dilakukan karena 

melihat kondisi di lapangan saat ini persoalan teknologi dan peraturan terus 

berkembang sehingga pengawas tidak boleh tertinggal oleh perkembangan 

yang ada. 

Tabel 3.5 

PPLHD Kota Bontang Tahun 2021 
 

 

No. 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

Daerah Kota Bontang 
Jenjang Jabatan 

1.  Rinda Febriany, S.Pi. Ahli Pertama 

2.  Dina Sakiena Trisnawati, S.Hut. Ahli Pertama 

3.  Adetya Kautsar Rahman, ST. Ahli Pertama 

4.  Dwi Mardianah, S.H. Ahli Pertama 

          Sumber: Data Sekunder, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang  
         diolah, 2021 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum memadai juga 

menjadi salah satu faktor penghambat PPLHD Kota Bontang dalam 

melakukan pengawasan. Kurangnya sarana prasarana yang menunjang 

seperti tidak tersedianya mobil khusus untuk pejabat fungsional di DLH 

Kota Bontang menyebabkan pengawasan secara langsung di lapangan 

mengalami hambatan.  



 

61 

 

 

Berdasarkan hal di atas, sarana atau fasilitas yang tersedia 

berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang memiliki izin lingkungan di Kota Bontang. 

4. Faktor Masyarakat. 

Masyarakat yang terdampak dari kegiatan perusahaan selama ini 

jika terjadi dugaan pencemaran lingkungan ialah menyerahkan kepada LSM 

Lingkungan yang ada di Kota Bontang untuk kemudian melanjutkan 

advokasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menjadi 

tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengoptimalkan 

informasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang bermukim di 

sekitar wilayah perusahaan mengenai teknis atau tata cara pengaduan jika 

terdapat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini 

perlu dilakukan sebagai upaya kerja sama dalam rangka meningkatkan 

kesadaran masyarakat Kota Bontang sebagai bagian dari pengawas 

partisipatif. 

Selain itu juga terlihat masih rendahnya kesadaran penaatan izin 

lingkungan oleh perusahaan. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya 

kesadaran perusahaan untuk memberikan laporan kepada DLH Kota 

Bontang setiap 6 bulan sekali. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Bontang terhadap 

Iingkungan hidup. Pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa 

kesadaran, kepedulian dan dukungan dari seluruh stakeholder. 

5. Faktor Kebudayaan 

Tanggung jawab perusahaan yang tercermin dari komitmen, 

konsistensi dan menjadikan prinsip ramah lingkungan menjadi budaya 

dalam berproduksi masih perlu dibangun sehingga perlu adanya 

pembinaan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan. 
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BAB IV                                                                                                    

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Kegiatan pengawasan oleh PPLHD Kota Bontang menurut Pasal 71 

UUPPLH 2009 telah dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya belum 

terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dalam lima faktor, 

pertama Faktor hukum dan peraturan itu sendiri, aturan hukum sebagai 

dasar melakukan pengawasan yakni Pasal 71 UUPPLH 2009. Kedua Faktor 

penegak hukum masih kurang mumpuni disebabkan kurangnya sumber 

daya manusia, Ketiga fasilitas atau sarana prasarana yang kurang 

memadai. Keempat, Faktor masyarakat, masyarakat yang terdampak dari 

kegiatan perusahaan selama ini jika terjadi dugaan pencemaran 

lingkungan ialah menyerahkan kepada LSM Lingkungan yang ada di Kota 

Bontang untuk kemudian melanjutkan advokasi kepada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang. Kelima Faktor kebudayaan membudayakan perilaku 

ramah lingkungan sebagai refleksi tanggung jawab perusahaan harus 

segera dilaksanakan. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD 

Kota Bontang terdiri dari beberapa faktor, yakni: pertama, faktor 

hukumnya sendiri, pelaksanaan pengawasan mengalami hambatan akibat 

belum adanya regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, faktor penegak 

hukum, kekurangan personel pengawas lingkungan hidup dibanding 

jumlah izin lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah Kota Bontang, 

menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kota Bontang 

mengalami hambatan, selain itu juga upaya peningkatan kualitas  SDM 

bagi pengawas lingkungan hidup melalui diklat belum diikuti oleh seluruh 

personel PPLHD Kota Bontang. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum, pelaksanaan pengawasan mengalami 

hambatan karena tidak memadainya sarana prasarana misal tidak 

tersedianya mobil bagi pengawas lingkungan hidup. Keempat, faktor 

masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan bagi 
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Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengoptimalkan informasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar 

wilayah perusahaan mengenai teknis atau tata cara pengaduan jika 

terdapat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta 

rendahnya kesadaran perusahaan untuk memberikan pelaporan  

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang. Kelima, faktor kebudayaan, yakni 

tanggung jawab perusahaan yang tercermin dari komitmen, konsistensi 

dan menjadikan prinsip ramah lingkungan menjadi budaya dalam 

berproduksi masih perlu dibangun. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun rekomendasi yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah Daerah Kota Bontang perlu segera menerbitkan Peraturan 

Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

2. Pemerintah Daerah Kota Bontang perlu meningkatkan jumlah PNS 

dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup di Kota Bontang 

serta peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia 

dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) secara berkala 

kepada PPLHD Kota Bontang sehingga dapat menjalankan tugasnya 

secara profesional. 

3. PPLHD Kota Bontang harus berkomitmen penuh untuk terus melakukan 

pengawasan yang merupakan pintu masuk bagi penegakan hukum 

lingkungan hidup dengan melakukan pengawasan khususnya 

pengawasan langsung secara berkala. Sehingga perlu adanya jadwal 

kegiatan pengawasan yang dibuat dalam suatu perencanaan 

pengawasan bulanan, triwulan, semester atau tahunan disesuaikan 

dengan kemampuan dari sumber daya kelembagaan yang ada. 

4. Kegiatan pengawasan langsung tidak hanya pengecekan visual tetapi 

juga perlu adanya kegiatan pengambilan sampel dan uji laboratorium 

sehingga PPLHD Kota Bontang pada saat turun ke lapangan untuk 

melakukan pengawasan langsung sebaiknya perlu adanya koordinasi 



 

64 

 

 

dengan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang untuk 

mendukung kegiatan pengawasan. 
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